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Abstract:  
This research aims to understand the status of children born from 
mixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning 
Marriage and to identify and analyze the legal protection for 
children in relation to civil rights resulting from mixed marriages 
according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law 
Number 12 of 2006 concerning Citizenship. This study falls into the 
category of normative legal research, which uses a literature-based 
approach to various legal materials. This study focuses on law as a 
system of norms, so the main analysis is directed at examining the 
applicable regulations. 
The results of this research indicate that the status of children born 
from mixed marriages according to Law No. 1 of 1974 concerning 
Marriage, has legal status and civil rights that are protected. 
However, in practice, this protection has not been optimal due to 
administrative obstacles and a lack of socialization that hinders 
children's access to legal status and their rights. Legal protection 
for children resulting from mixed marriages according to Law No. 1 
of 1974 and Law No. 12 of 2006 guarantees the legal status of 
children and their civil rights, including the right to maintenance, 
education, and citizenship. However, in practice, its implementation 
has not been optimal due to persistent administrative barriers and 
weak coordination among related agencies. 
The author's recommendation in this research is that the government 
needs to simplify administrative procedures, improve legal 
socialization to the community, especially through the Ministry of 
Law and Human Rights, the Ministry of Home Affairs, and the 
Population and Civil Registration Office. It is also necessary to 
formulate clearer and more integrated technical regulations 
regarding the legal status of children born from mixed marriages. In 
addition, legal aid services and special assistance need to be 
provided by Legal Aid Institutions (LBH).  
Keywords: Child Protection, Mixed Marriage, Child Status 

 
Abstrak:  

Penelitian ini bertujuan Untuk Memahamai dari status anak yang 
lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Untuk mengetahui dan 
menganalisis perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya hak-
hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang 
menggunakan pendekatan berbasis studi kepustakaan terhadap 
berbagai bahan hukum. Kajian ini memusatkan perhatian pada 
hukum sebagai suatu sistem norma, sehingga analisis utama 
diarahkan pada penelaahan terhadap aturan yang berlaku. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Status anak yang lahir 
dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki status hukum yang sah 
dan hak-hak keperdataan yang dilindungi. Namun, dalam 
praktiknya, perlindungan tersebut belum maksimal karena masih 
terdapat kendala administratif dan kurangnya sosialisasi yang 
menghambat akses anak terhadap status hukum dan hak-haknya dan 
Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  
menjamin status sah anak serta hak-hak keperdataannya, termasuk 
hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kewarganegaraan. Namun, 
secara praktik, pelaksanaannya belum maksimal karena masih 
terdapat hambatan administratif dan lemahnya koordinasi 
antarinstansi terkait. 
Rekomendasi penulis pada penelitian ini Pemerintah perlu 
menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan sosialisasi 
hukum kepada masyarakat, khususnya melalui Kementerian Hukum 
dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, serta Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil, perlu menyusun regulasi teknis yang lebih jelas 
dan terpadu terkait status hukum anak hasil perkawinan campuran. 
Selain itu, perlu disediakan layanan bantuan hukum dan 
pendampingan khusus oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 
Kata kunci: Perlindungan Anak, Perkawinan Campuran, Status 
Anak 
 

  
PENDAHULUAN  

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang fundamental dan berkaitan erat dengan 
fase-fase utama mulai ada di dunia sampai meninggalkan dunia. Eksistensi manusia, baik 
secara sosial maupun hukum, tidak terlepas dari lembaga perkawinan, yang telah dianggap 
sebagai kebutuhan hakiki sejak zaman dahulu. Melalui perkawinan, terjalin hubungan 
hukum pada pria dan wanita untuk menjadi pasangan sah,  Perkawinan berfungsi sebagai 
landasan pembentukan keluarga melalui hubungan  kedua pihak tersebut yang memiliki 
golongan yang berbeda dar jenis kelamin, dengan harapan menciptakan keluarga yang di 
impikan. Hal ini sependapat  dengan Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanPerkawinan diartikan sebagai hubungan 
yang mengikat secara fisik dan spiritual antara seorang laki-laki dan perempuan.  
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Dalam ajaran Islam, juga menjelaskan tentang suatu peran penting bagi orang tua untuk 
menjamin kesejahteraan buah hatinya. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya 
Surah An-Nisa· Ayat 9 Terjemahannya: ”Hendaklah merasa takut orang-orang yang 
seandainya meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah mereka khawatir 
terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang 
benar. 
 
 
Pada firman, bertakwa kepada Allah, terutama bagi mereka yang khawatir meninggalkan 
keturunan yang lemah dan rentan secara ekonomi dan sosial. Kepedulian terhadap masa 
depan anak-anak yang terlantar, lemah, dan hidup dalam kemiskinan menjadi pengingat 
bagi para wali dan orang dewasa untuk selalu takut hanya pada Allah dengan menaati 
suruhan menjauhi semua yang berpotensi akan dosa. Lebih lanjut, mereka juga wajib 
bersikap lemah lembut, berkata baik, dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak 
yang mereka asuh. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria 
dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan anjuran pada agama. Berdasarkan 
penjelasan ini, tampak bahwa unsur agama suatu satu kesatuan ketika pelaksanaan 
perkawinan. Namun, peraturan perundang-undangan juga mengintegrasikan aspek agama 
dengan ketentuan hukum administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan. 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengubah Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur perubahan penting terkait 
usia minimum untuk menikah. Perubahan paling signifikan  pada  aturan tersebut tentang 
menetapkan usia minimum untuk menikah, baik untuk pria maupun wanita, pada usia 19 
tahun. Penyesuaian ini merupakan tanggapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
22/PUNDANG-UNDANG-XV/2017, yang menyatakan bahwa persyaratan usia minimum 
16 tahun bagi perempuan tidak sejalan dengan asas keadilan dan bertentangan dengan 
konstitusi.  
Mencegah pernikahan dini, serta memperkuat peran lembaga peradilan dalam mengawasi 
permohonan dispensasi nikah. Saat ini, setiap permohonan dispensasi nikah untuk anak di 
bawah berusia sembilan belas tahun wajib diajukan ke pengadilan dan hanya dapat 
dikabulkan jika terdapat alasan yang kuat dan bukti yang kuat. Hal  ini bertujuan agar 
mengurangi angka pernikahan dini, yang berpotensi  terhadap ganguan mental seorang 
anak dan cita-cita nya terutama anak perempuan. 
Dalam konteks hukum Indonesia, kedudukan hukum dan perlindungan anak yang lahir 
orang indonesia dan asing memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan perkawinan 
campuran memiliki akibat hukum yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan hukum 
sebelumnya, terutama jika perkawinan tersebut tidak dicatat secara resmi. Peraturan yang 
jelas mengenai perlindungan anak dalam situasi ini sangatlah penting. Secara umum, 
konsep anak menunjukkan hubungan antara pria dan wanita di mana anak dilahirkan oleh 
seorang ibu dan dapat diidentikkan dengan seorang ayah. Anak dipandang sebagai 
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anugerah berharga anak dianggap sebagai karunia dari Tuhan dan arti simbol harapan 
untuk  keluarga dalam membangun kehidupan sesuai dengan harapan, anak dibedakan 
menjadi dua golongan, yaitu anak sah dan anak luar kawin.  
Ketentuan mengenai perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 57, 
perkawinan campuran diartikan sebagai pernikahan pada 2 orang yang berada dalam 
sistem hukum yang beragam di wilayah hukum Indonesia akibat perbedaan 
kewarganegaraan, Salah satu ciri dari perkawinan campuran adalah keterlibatan salah satu 
pihak yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Unsur-unsur yang membentuk 
perkawinan campuran meliputi: adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang 
wanita, keduanya berada di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda di wilayah Indonesia, 
perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, serta salh satunya warga 
negara indonesia.  
Karena belum memiliki kapasitas hukum yang memadai, anak dikategorikan sebagai 
subjek hukum yang belum dapat menjalankan tindakan hukum secara independen. Untuk 
itu, pelaksanaan hak dan kewajiban anak memerlukan keterlibatan pihak orangtua yang 
meimiliki dasar hukum. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di 
menetapkan batas usia anak secara beragam  bergantung pada bidang hukum yang menjadi 
acuannya.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak 
didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, pengaturan mengenai status anak sah 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah 
diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 
khususnya pada Pasal 42, 43, dan 44. Mengenai dengan kedudukan anak secara hukum 
atas perkawinan campuran yakni perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga 
negara asing Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
memperkenalkan perubahan progresif, Khususnya dalam hal mempertegas ikatan hukum 
antara anak dan ibu kandungnya, Undang-Undang ini memberikan peluang Terdapat 
pengaturan yang memberikan peluang bagi anak dari perkawinan campuran untuk 
memegang kewarganegaraan ganda secara terbatas. Regulasi ini menjadi bentuk 
pengakuan yuridis yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum nasional. 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Regulasi ini dirancang untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan 
anak yang lahir dari perkawinan campuran, serta untuk memastikan bahwa hak-hak anak 
tetap terpenuhi secara menyeluruh.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dalam UNDANG-
UNDANG tersebut, anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah yang 
berkewarganegaraan asing dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia diakui sebagai 
warga negara Indonesia.:  
1.  Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan dilahirkan di luar 
perkawinan yang sah tetap dianggap sebagai WNI jika ayah yang berkewarganegaraan 
asing memberikan pengakuan resmi terhadapnya. 
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2. Anak Indonesia di bawah usia lima tahun yang diadopsi secara legal oleh warga 
negara asing tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia berdasarkan keputusan 
pengadilan. 
Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, 
yaitu: 
1. Negara 
2. Pemerintah 
3. Masyarakat 
4. Orangtua 
5. Keluarga 
          Kelima aspek tersebut harus sama-sama untuk dapat mewujudkan perlindungan 
anak yang di cita-citakan. 
Dalam konteks anak berkewarganegaraan ganda, keluarga menghadapi berbagai 
tantangan, salah satunya adalah mendorong anak untuk memilih kewarganegaraan 
Indonesia. Perbedaan sistem hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan negara lain, 
keterbatasan dalam pendidikan kewarganegaraan, akses terhadap data dan dokumen, serta 
proses verifikasi identitas merupakan kendala nyata yang perlu diatasi. Menurut Ike 
Farida, pendiri Law Farida dan praktisi perkawinan campuran, usia 21 tahun merupakan 
fase kritis bagi anak berkewarganegaraan ganda, karena pada usia ini, anak dihadapkan 
pada keputusan-keputusan penting yang mungkin belum sepenuhnya matang, mengingat 
perkembangan psikologis dan emosional mereka yang masih belum stabil. 
Memilih kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campuran menjadi lebih kompleks 
jika anak tersebut menerima beasiswa dari negara asing. Dalam situasi seperti itu, memilih 
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berarti melepaskan beasiswa tersebut. 
Akibatnya, banyak anak dari perkawinan campuran akhirnya memilih menjadi warga 
negara asing (WNA). Padahal, negara memerlukan suatu tenaga, pikiran dalam 
mewujudkan kemajuan bangsa.  
Sebagai contoh, dalam kasus pernikahan Jessica Iskandar dan Ludwig, Ludwig mengklaim 
pernikahan tersebut tidak sah karena ia merasa tidak pernah menikah di Gereja Yesus 
Sejati, sebagaimana diakui Jessica Iskandar. Akta nikah No. 05/A1/2014 yang diterbitkan 
kemudian dianggap tidak sah. Meskipun Jessica mengklaim akta tersebut dikeluarkan 
secara sah oleh Gereja Yesus Sejati, pihak gereja membantah telah memberkati 
pernikahan tersebut. Dari hubungan tersebut, lahirlah seorang anak, yang kemudian 
menjadi subyek sengketa hukum. Dugaan pemalsuan akta nikah yang dilakukan Jessica 
dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
Aspek menarik dari kasus ini terletak pada kepastian hukum mengenai status anak, 
khususnya mengenai kewarganegaraan, hak waris, dan aspek hukum lainnya. Sesuai 
ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Anak-anak 
yang dilahirkan dari perkawinan campuran dan memiliki kewarganegaraan ganda harus 
menentukan kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun, dengan tenggang waktu tiga 
bulan untuk menyatakan pilihannya terhadap salah satu kewarganegaraan yang 
dimilikinya.  
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Contoh konkrit lain, dapat dilihat pada kasus Surabaya, di mana sekitar 333 anak dengan 
status dwi kewarganegaraan berisiko kehilangan status Warga Negara Indonesia (WNI) 
jika tidak memilih satu kewarganegaraan sebelum batas waktu yang ditetapkan 
pemerintah, yaitu 31 Mei 2024. Anak yang dilahirkan dari perkawinan antara orang 
Indonesia dan orang asing (WNI) memiliki dwi kewarganegaraan (Indonesia dan WNA) 
dan diwajibkan memilih satu kewarganegaraan saat berusia antara 18 dan 21 tahun. Jika 
tidak memilih dalam jangka waktu yang ditentukan, status WNI-nya akan otomatis 
dicabut. Akibatnya, mereka berpotensi berisiko kehilangan perlindungan hukum dan hak-
hak sipil di Indonesia. Kasus ini menggambarkan bahwa meskipun peraturan perundang-
undangan telah memberikan ruang  bagi anak hasil perkawinan campuran untuk 
memperoleh kewarganegaraan berbeda secara terbatas secara terbatas, keberlanjutan 
perlindungan hukum ini sangat bergantung pada kesadaran dan tindakan aktif anak dan 
keluarganya agar menjamin hak anak-anaknya mereka tetap diterima secara hukum di 
Indonesia.  
Menjamin keselamatan anak merupakan tanggung jawab yang wajib dipikul oleh para 
pihak mulai dari Negara sampai orangtua. Tidak satu pun dari elemen tersebut dapat 
menjalankan perannya secara terpisah, karena masing-masing saling bergantung dan harus 
bersinergi untuk mewujudkan perlindungan yang menyeluruh bagi anak. 
 
 
 
 

METODE  
Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan dengan metode normatif untuk memahami 
secara mendalam perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran yang tinggal di 
Indonesia. Data dikumpulkan secara normatif melalui studi Pustaka dan studi dokumen 
dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kasus, serta 
dokumen resmi yang relevan terkait kekuatan hukum nota kesepakatan para pihak. 
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran lengkap 
mengenai proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan 
secara deskriptif untuk menguraikan temuan secara mendalam dan kontekstual, sehingga 
dapat memberikan pemahaman utuh mengenai secara mendalam kekuatan hukum nota 
kesepakatan para pihak sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari kitab undang-undang 
hukum perdata. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek normatif 
secara menyeluruh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

A. Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Dalam sistem hukum di Indonesia diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan 
hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang yang 
terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Perjanjian adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
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mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari penjelasan tersebut dapat 
dipahami bahwa dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang 
atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-
masing pihak.  
Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melakukan regenerasi sehingga kesinambungan 
umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, acapkali justru 
membuat hubungan keluarga menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab 
masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah 
perkawinan pula, maka seorang anak akan menentukan kedudukan hukumnya.  
Perkawinan yang dilangsungkan secara sah memiliki implikasi hukum terhadap status 
anak yang dilahirkan, yaitu memperoleh kedudukan sebagai anak sah. Hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah 
adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. 
Jika dibandingkan dengan rumusan ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (BW), terdapat perbedaan redaksional yang cukup signifikan. Rumusan dalam 
Pasal 250 BW menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan selama berlangsungnya 
suatu perkawinan secara hukum diakui sebagai anak dari suami dari ibu yang 
melahirkannya. Dengan demikian, hanya anak yang dilahirkan selama ikatan perkawinan 
yang diakui sah menurut hukum, dan sosok ayah sah ditentukan oleh status pria sebagai 
suami dari ibu anak tersebut.  
Ketentuan ini menunjukkan bahwa status seorang wanita sebagai ibu biologis dapat 
ditentukan secara hukum melalui proses persalinan. Berbeda halnya dengan status ayah 
biologis, yang tidak serta-merta ditetapkan apabila tidak terdapat ikatan perkawinan. 
Seorang pria yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan tidak secara otomatis 
diakui sebagai ayah anak tersebut secara hukum. 
Konsekuensi dari prinsip ini tercermin dalam Pasal 287 BW, yang secara tegas melarang 
penyelidikan mengenai siapa ayah dari seorang anak luar kawin. Sebaliknya, penyelidikan 
mengenai identitas ibu dari anak luar kawin diperbolehkan dan diatur dalam Pasal 228 
BW, mengingat keberadaan ibu secara biologis dapat dibuktikan melalui kelahiran anak 
tersebut. 
Menurut Hikmah Juwana Guru besar UI, “Anak dari perkawinan campuran memiliki hak 
untuk memperoleh kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tuanya, tergantung 
pada sistem hukum negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, 
kewarganegaraan anak mengikuti prinsip ius sanguinis, sehingga status anak dalam 
hukum Indonesia tetap sah jika diakui oleh orang tuanya.”  
Tanggapan Penulis dari pernyataan Hikmahanto Juwana memberikan penekanan penting 
terhadap asas ius sanguinis sebagai dasar penentuan kewarganegaraan anak dalam hukum 
Indonesia. Penulis sependapat bahwa prinsip tersebut memberikan kejelasan hukum bagi 
anak hasil perkawinan campuran, terutama dalam menjamin status kewarganegaraannya 
secara sah dan tidak menjadi stateless. Namun demikian, penulis juga menilai bahwa 
dalam praktiknya, pengakuan orang tua dan pencatatan kelahiran di instansi berwenang 
menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan agar anak tersebut memperoleh 
perlindungan hukum yang utuh. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 59 ayat (1) 
ditegaskan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh seseorang akibat menjalin atau 
mengakhiri perkawinan menjadi dasar hukum yang berlaku dalam ranah hukum publik 
maupun hukum perdata. Ketentuan ini berperan penting terutama dalam konteks 
perkawinan campuran (antara WNI dan WNA). Penelitian normatif menunjukkan bahwa: 
1. Hukum publik dan hukum perdata yang berlaku bagi individu hasil dari perkawinan 
campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah terjadinya 
perkawinan atau putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan 
bahwa status kewarganegaraan menjadi landasan utama dalam menentukan sistem hukum 
yang mengatur hak dan kewajiban individu, baik dalam ranah publik seperti hubungan 
dengan negara, maupun dalam aspek perdata seperti waris, perwalian, dan status 
keperdataan lainnya. Dengan demikian, perubahan status kewarganegaraan akibat 
perkawinan campuran membawa konsekuensi yuridis yang luas terhadap identitas . 
2. Dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga 
negara asing, status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tidak dapat 
dilepaskan dari aspek kewarganegaraan orang tua, yang menjadi dasar penentuan rezim 
hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai status anak dari 
perkawinan campuran mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1).   
           Berdasarkan ketentuan tersebut, anak hasil perkawinan campuran tunduk pada 
hukum publik dan hukum perdata yang berlaku sesuai dengan kewarganegaraan yang 
diperolehnya. Artinya, kewarganegaraan yang disandang anak secara langsung 
menentukan sistem hukum yang akan mengatur hak dan kewajibannya, baik dalam 
konteks kenegaraan (seperti hak politik, perlindungan konsuler, dan kewajiban bela 
negara) maupun dalam konteks keperdataan (seperti hak waris, pengakuan keluarga, dan 
status keperdataan lainnya). Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan status 
kewarganegaraan anak secara sah agar tidak terjadi kekosongan hukum atau 
ketidakpastian status dalam praktik hukum nasional maupun internasional. 
Penulis berpandangan bahwa pengaitan status anak dengan kewarganegaraan orang tuanya 
merupakan langkah logis dan sesuai dengan asas kepastian hukum serta kesesuaian 
yurisdiksi. Dengan demikian, anak tidak hanya diakui secara hukum oleh negara, tetapi 
juga dipastikan berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan identitas 
kewarganegaraannya. 
3. Pasal 42 menegaskan bahwa anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau 
sebagai akibat dari perkawinan yang sah, secara hukum diakui sebagai anak sah. 
Penegasan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan orang tua menjadi dasar utama 
dalam menentukan status hukum anak, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak 
keperdataan seperti pewarisan, perwalian, pengakuan keluarga, serta hubungan hukum 
dengan ayah dan ibu kandungnya. Dengan diakuinya anak sebagai anak sah, maka ia 
memperoleh kedudukan hukum yang jelas dan setara di hadapan hukum, serta berhak atas 
perlindungan dan pengakuan dari negara maupun masyarakat. Ketentuan ini 
mencerminkan pentingnya keterikatan antara lembaga perkawinan dan perlindungan hak 
anak, serta memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dalam kerangka hukum yang sah 
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tidak dapat disangkal atau dikesampingkan hak-haknya karena status perkawinan orang 
tuanya telah diakui secara resmi.  
Penulis memandang bahwa ketentuan dalam Pasal 42 memberikan dasar yuridis yang kuat 
untuk menjamin status hukum anak sebagai anak sah, sepanjang kelahirannya terjadi 
dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara hukum. Norma ini 
mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam hal identitas 
hukum, kedudukan dalam keluarga, serta hak-hak keperdataan seperti waris, perwalian, 
dan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. 
Berikut Implikasi hukum dari status anak dalam perkawinan campuran  berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kewarganegaraan: 
1. Dalam praktiknya, status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan 
campuran dapat mengikuti kewarganegaraan ayah maupun ibu, tergantung pada sistem 
hukum yang berlaku pada saat kelahirannya. Penentuan ini biasanya dipengaruhi oleh 
aturan administrasi kependudukan, kebijakan imigrasi, serta perbedaan prinsip hukum 
kewarganegaraan yang dianut masing-masing negara orang tuanya seperti asas keturunan 
(ius sanguinis) atau asas tempat lahir (ius soli). Selain itu, mekanisme pengakuan dan 
pencatatan anak, serta keputusan orang tua dalam menentukan identitas hukum anak, turut 
berperan dalam menetapkan status kewarganegaraannya.  
2. Status dan hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan, 
sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara. 
Hal ini mencakup hak atas identitas hukum, akses terhadap pelayanan negara, 
perlindungan konsuler, serta keterlibatan dalam sistem hukum publik dan perdata.  Oleh 
karena itu, apabila terjadi perubahan dalam peraturan kewarganegaraan, baik dalam 
bentuk revisi kebijakan, penggantian asas kewarganegaraan, atau penghapusan 
kewarganegaraan ganda, maka status hukum anak pun dapat mengalami perubahan. 
Perubahan ini dapat berdampak langsung terhadap pengakuan hukum atas 
kewarganegaraan anak, yang pada gilirannya juga memengaruhi hak-haknya sebagai 
subjek hukum, seperti hak atas pendidikan, hak kepemilikan, dan partisipasi dalam sistem 
kenegaraan. Dengan demikian, fleksibilitas hukum kewarganegaraan menuntut adanya 
penyesuaian administratif dan kesadaran hukum dari orang tua, agar hak anak tetap 
terlindungi secara optimal dalam situasi hukum yang dinamis. 
Penulis menilai bahwa penyajian ini efektif karena menyederhanakan pemahaman atas 
aspek-aspek hukum yang saling berhubungan, khususnya dalam konteks kewarganegaraan 
dan perlindungan anak dalam perkawinan lintas negara. Format tabel juga memudahkan 
pembaca untuk melihat inti aturan secara ringkas namun tetap substansial. 
Akan tetapi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan 
campuran, penerapannya di lapangan masih banyak menemui kendala tentang status anak. 
Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan ribuan anak hasil perkawinan 
campuran belum memiliki status kewarganegaraan karena belum dilaporkan atau 
terlambat memilih kewarganegaraan. Ini menimbulkan risiko anak-anak tersebut menjadi 
tanpa kewarganegaraan, yang berdampak pada hak-hak sipil dan sosial mereka. 
Pemerintah berusaha memberikan kemudahan pencatatan kewarganegaraan, namun 
masalah ini menunjukkan ketidakefisienan perlindungan hukum yang ada saat ini.  
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Penulis berpandangan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, 
seperti penyederhanaan prosedur administrasi dan fasilitasi pencatatan kewarganegaraan, 
realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan 
implementasi teknis. Hal ini mencerminkan bahwa regulasi mengenai perkawinan 
campuran dan implikasi kewarganegaraan bagi anak, khususnya dalam kerangka hukum 
kewarganegaraan nasional, belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial yang 
berkembang. 

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kaitannya Hak-Hak Perdataan Hasil Dari 
Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 
Kewarganegaraan. 
Beragam aspek hukum muncul dari dilakukannya peristiwa hukum berupa perkawinan 
campuran, diantaranya adalah status hukum perkawinan, status kewarganegaraan 
pasangan suami istri dan status hukum anak. Status hukum anak dalam perkawinan 
merujuk pada status anak apakah sebagai anak yang sah atau tidak sah sebagaimana 
ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
dari perkawinan yang sah. Kemudian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 
dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing sebagaimana 
ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun 
perkawinan berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya 
merupakan perkawinan yang sah baik dalam pandangan hukum perdata Indonesia maupun 
menurut hukum Islam, dengan demikian status hukum anak yang dilahirkan dari 
perkawinan berbeda kewarganegaraan adalah anak yang sah . 
Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan memiliki hak keperdataan 
yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan 
sebagaimana diatur Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UNDANG-
UNDANGD NRI 1945).   
Hak-hak keperdataan anak dari perkawinan beda kewarganegaraan sama dengan anak 
pada umumnya yaitu hak atas pendidikan dan pemeliharaan, hak untuk diwakili dalam 
segala perbuatan hukum, hak mengurus harta benda, hak mendapat waris, hak 
kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk 
berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan dan hak kesehatan dan kesejahteraan.  
Berikut penulis menguraikan perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya dengan hak-
hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, 
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ketentuan ini 
mengandung makna bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya bersifat 
moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Pemeliharaan dan pendidikan yang 
dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, mental, 
emosional, maupun sosial, demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.  
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Kewajiban tersebut melekat pada kedua orang tua tanpa terkecuali, baik selama 
perkawinan berlangsung maupun setelah terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa 
hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan tidak boleh terabaikan akibat 
konflik atau perubahan status hubungan orang tua. Ketentuan ini juga sejalan dengan 
prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak), yang menjadi asas 
utama dalam perlindungan anak menurut hukum nasional maupun internasional. 
Menurut penulis bahwa, Pasal 45 tidak hanya menetapkan kewajiban orang tua, tetapi juga 
menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak anak atas pengasuhan yang layak, pendidikan 
yang memadai, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak sebagai individu 
yang utuh dan bermartabat. 
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan 
yang berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian, khususnya mengenai hak dan 
kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa meskipun 
ikatan perkawinan telah putus karena perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak-
anak mereka tidak ikut terhapus. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban hukum untuk 
memberikan pemeliharaan, serta menanggung biaya hidup dan pendidikan anak demi 
kelangsungan tumbuh kembang anak secara wajar. Pemeliharaan yang dimaksud meliputi 
aspek fisik maupun psikologis anak, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, 
tempat tinggal, dan rasa aman. Sementara itu, kewajiban membiayai hidup dan pendidikan 
anak mengandung arti bahwa kedua orang tua wajib memastikan anak tetap mendapatkan 
akses terhadap pendidikan yang layak dan berkelanjutan, sesuai dengan tingkat 
kemampuan ekonomi masing-masing, ketentuan ini menunjukkan bahwa hak anak tetap 
dilindungi negara meskipun orang tuanya bercerai, dan perceraian tidak boleh menjadi 
alasan untuk mengabaikan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, jika terjadi perselisihan 
mengenai hak asuh dan tanggung jawab finansial, pengadilan dapat menetapkan 
pengaturan yang terbaik bagi anak, berdasarkan pertimbangan atas kepentingan terbaik 
anak (the best interest of the child).  
Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 41 menjadi instrumen hukum penting yang 
menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus tetap menjadi prioritas, bahkan dalam 
situasi keluarga yang mengalami perpecahan atau disfungsi. 
 
Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak 
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang 
sah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai status keperdataan anak, 
yaitu bahwa keabsahan status anak ditentukan oleh keabsahan ikatan perkawinan antara 
kedua orang tuanya. Dalam konteks perkawinan campuran, hal ini berarti bahwa selama 
perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) 
dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, maka anak yang lahir dari perkawinan 
tersebut berstatus sebagai anak yang sah di mata hukum Indonesia.  
Menurut penulis bahwa, Pasal 42 memiliki posisi strategis sebagai fondasi yuridis dalam 
menjamin bahwa anak hasil perkawinan campuran tetap memperoleh perlakuan dan 
pengakuan hukum yang adil sebagai subjek hukum, tanpa memandang latar belakang 
kebangsaan orang tuanya. 
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Pasal 59 ayat (1)  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 
bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya 
perkawinan menentukan hukum yang berlaku, Artinya, kewarganegaraan menjadi faktor 
penentu terhadap sistem hukum mana yang akan diterapkan, termasuk dalam hal status 
hukum anak hasil perkawinan campuran. Dalam konteks anak dari perkawinan campuran 
antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), ketentuan ini 
mengandung makna bahwa status kewarganegaraan anak akan mengikuti 
kewarganegaraan orang tua yang diperoleh melalui atau sebagai akibat dari hubungan 
perkawinan tersebut. Dengan kata lain, anak memperoleh hak kewarganegaraan secara 
turun-temurun (ius sanguinis) berdasarkan garis keturunan dari orang tuanya, yang pada 
saat perkawinan atau setelahnya telah memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan 
tertentu.  
Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan mengatur bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari 
suatu perkawinan atau putusnya perkawinan akan menentukan hukum yang berlaku, baik 
dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 
status kewarganegaraan memiliki posisi penting dalam menentukan yurisdiksi dan 
perlakuan hukum terhadap individu, termasuk anak-anak hasil dari perkawinan campuran. 
Menurut Undang–Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (sebagai 
pengganti Undang–undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan). Pengaturan 
Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang 
baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang 
dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:  
a. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan 
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat 
kelahiran. 
b. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan 
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan 
terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 
c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu 
kewarganegaraan bagi setiap orang. 
d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan 
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
 
Menurut penulis bahwa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan menunjukkan kemajuan penting dalam perlindungan status 
kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Penerapan asas ius sanguinis dan ius 
soli secara terbatas memberikan fleksibilitas dalam penentuan kewarganegaraan anak. 
Selain itu, pengakuan atas kewarganegaraan ganda terbatas mencerminkan upaya negara 
dalam menjawab tantangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Namun, 
implementasinya masih menghadapi kendala administratif dan kurangnya sosialisasi 
kepada masyarakat, yang berisiko menimbulkan status tanpa kewarganegaraan (stateless) 
pada anak-anak. 



 
 

321 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran melalui 
beberapa ketentuan utama: 
1. Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas 
Anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga 
negara asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan 
ganda terbatas hingga usia 18 tahun atau sampai ia menikah sebelum usia tersebut, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 undang-undang tersebut. Setelah 
melewati batas usia tersebut, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam 
jangka waktu tiga tahun setelah berusia 18 tahun atau setelah menikah. 
Status kewarganegaraan ganda terbatas ini memberikan perlindungan hukum yang sangat 
penting, karena dalam masa tersebut, anak diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan 
warga negara asing secara bersamaan. Dengan status tersebut, anak berhak menikmati 
hak-hak sipil dan sosial di kedua negara, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, 
dan dokumen kependudukan, tanpa kehilangan hak sebagai warga dari kedua negara asal 
orang tuanya 
2. Prinsip Non-Diskriminasi dan Kepastian Hukum. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
secara tegas menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan kepastian hukum, khususnya 
terhadap anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan 
warga negara asing. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa 
memandang latar belakang kewarganegaraan orang tuanya, berhak atas perlindungan 
hukum secara penuh. Perlindungan ini mencakup aspek status kewarganegaraan maupun 
hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak memperoleh identitas hukum, hak atas 
pemeliharaan, pendidikan, dan hak atas warisan.  
Prinsip non-diskriminasi dijamin pula dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan 
bahwa anak dari perkawinan campuran tidak mengalami perlakuan berbeda atau dikurangi 
hak-haknya hanya karena status hukum orang tuanya. 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia tidak secara eksplisit mengatur hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan 
campuran, seperti hak atas identitas hukum, hak pemeliharaan dan pendidikan dari orang 
tua, hak untuk diwakili dalam perbuatan hukum, hak waris, maupun hak kepemilikan 
properti. Fokus utama undang-undang ini terletak pada penetapan dan pengaturan status 
kewarganegaraan, termasuk pemberian kewarganegaraan Indonesia, kehilangan, 
pembatalan, serta kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan 
campuran. 
Menurut analisis penulis bahwa, Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memuat prinsip-prinsip progresif 
seperti pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas dan asas non-diskriminasi, 
penerapannya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga belum 
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sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan 
campuran. 
 
 
Artikel Kompas berjudul "Belum Semua Anak dari Perkawinan Campuran Mudah menjadi 
WNI" menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan telah menghapus berbagai diskriminasi dalam memperoleh status 
kewarganegaraan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan nyata di 
lapangan.  
Beberapa poin penting dari artikel tersebut adalah: 
1) Anak-anak yang lahir dari perkawinan antara ibu WNI dan ayah WNA secara 
hukum diakui sebagai WNI. Namun, bagi anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dan 
memperoleh kewarganegaraan dari negara lain, status kewarganegaraan ganda hanya 
berlaku secara terbatas sampai usia 18 tahun atau sudah menikah dengan toleransi tiga 
tahun. 
2) Banyak anak hasil perkawinan campuran masih terkendala dalam proses 
administratif dan aturan yang belum lengkap, serta konflik hukum dengan negara lain 
dalam mengurus kewarganegaraan Indonesia mereka. 
3) Ketua Umum Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, Juliani W Luthan, 
mengapresiasi perlindungan yang diberikan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan, namun juga mengakui masih banyak kasus anak-anak yang kesulitan 
mendapatkan status WNI karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman orang tua terhadap 
ketentuan hukum, terutama batas waktu pendaftaran kewarganegaraan ganda yang 
dibatasi maksimal empat tahun sejak kelahiran. 
Menurut penulis dari Berita Kompas yang mengangkat isu "Belum Semua Anak dari 
Perkawinan Campuran Mudah Menjadi WNI" mencerminkan realita di lapangan bahwa 
implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan masih 
menghadapi kendala struktural dan administratif. Meskipun secara normatif anak dari 
perkawinan campuran memiliki hak menjadi WNI melalui skema kewarganegaraan ganda 
terbatas, namun prosedur yang rumit, kurangnya sosialisasi, dan minimnya pendampingan 
hukum membuat banyak anak kehilangan kesempatan memperoleh kewarganegaraan 
Indonesia secara sah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem dan pendekatan 
pelayanan yang lebih inklusif dan proaktif dari negara. 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki status hukum yang sah dan hak-hak 
keperdataan yang dilindungi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum 
maksimal karena masih terdapat kendala administratif dan kurangnya sosialisasi yang 
menghambat akses anak terhadap status hukum dan hak-haknya. Perlindungan hukum bagi 
anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjamin 
status sah anak serta hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas pemeliharaan, 
pendidikan, dan kewarganegaraan. Namun, secara praktik, pelaksanaannya belum 
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maksimal karena masih terdapat hambatan administratif dan lemahnya koordinasi 
antarinstansi terkait. 
 
 
Disarankan  
1. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan sosialisasi 
hukum kepada masyarakat, serta menyediakan pendampingan hukum khusus bagi anak 
hasil perkawinan campuran agar hak kewarganegaraan dan keperdataan mereka terlindungi 
secara maksimal. 
 
2. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam 
Negeri, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perlu menyusun regulasi teknis yang 
lebih jelas dan terpadu terkait status hukum anak hasil perkawinan campuran. Selain itu, 
perlu disediakan layanan bantuan hukum dan pendampingan khusus oleh Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) dan lembaga perlindungan anak untuk membantu keluarga dalam mengurus 
dokumen kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan anak, agar tidak terhambat oleh 
prosedur birokrasi yang kompleks. 
. 
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